e _ME_MIKERKAN SISTEM PEMASYARAKATAN YANG PAS -
o Oleh -Prof. Dr: -Muhanzmad_-Musfofa, M.A.

Lamr beiakang pemilﬂran &

(i _Me__l_lyeien garakan sistem pemdsyamkatan seyogyanya dilandasi oleh
: -rkej(fz_:izﬁd_n' i'ter_ltz_n_l_g fungsi dari lembaga pemasyarakatan di masyar akat, atau -
' secaralebih :khii'sus_da_lani sistern peradilan pidana. Selain itu pelaksanaan sistem

pemasyarakatan yang baik harus pula didasari oleh adanya pemahaman terhadap
realitas pelaku pelanggar hukum. Kemudian dalam rangka melakukan revisi
penyelenggaraan sistem pemasyarakatan harus djlanda:éi oleh adanya evaluasi
terhadap efektivitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, agar dapat
diketahui hal-hal kondusif bagi fung51 pemdsyarakatan dan hal-hal yang
menﬁhambatnya Makalah ini akan.mencoba menyajikan wacana yang
berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dikaitkan dengan naskah RUU
Sistem Pemasyarakatan.

Fungﬂ Lembaga Pemasyarakatan

Lembacra pemasyarakatan di mata masyarakat dipandang berfungsi
qebagaz tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana
penjara, Oleh karena itu masyarakat umum lebih mengenalnya sebagai penjara
daripada lembaga perasyarakatan. Fungsi pemenjaraan ini febih merupakan
usaha untuk memastikan bahwa terpidana penjara tidak akan mengulangi
perbuatannya sepanjang masa penghukumannya. Dengan kata lain fungsi
pemenjaraan terpidana penjara merupakan strategi untuk membuat agar
terpidana penjara tidak mampu melakukan pelanggaran hukum, atan dalam =~
konsep péhoiogi disebut incapacitation. |

Dalam fungsi incapacitation ini penyelenggara penjara tidak berpretensi
bahwa para narapidana yang selesat menjalani hukuman akan menjadi jera,
sehingga ciri utama kegiatannya adalah menjaga keamanan di dalam penjara
agar tidak terjadi keributan, dan mencegah agar tidak terjadi pelarian narapidana.
Kalau adakegiatan yang diprogramkan bagi narapidana, kegiatan tersebut adalah

__m kegiatan kerja yang bersifat produktif, dengan hasil produksi vang kompetitif
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dipasarkan di pasar terbuka. Bahkan terhadap narapidana yang dipandang
rawan menimbulkan masalah, ia diawasi secara ketat dalam rnang yang
berstatus maximum security atau bahkan kini diperkenalkan status super
* maxinmm security. Dalam tempat seperti itu fungsi pengawasan dan keamanan
meijadi prioritas dan narapidana tidak diberi aktivitas apapun.

- Dalam sistem peradilan pidana, pemenjaraan merupakan salah satu fungsi
dari pénegak_an hukum, yakni sebagai termpat pelaksanaan hukuman bagi orang
yan g-da]am persidangan pidana dinyatakan terbukti melakukan kejabatan, dan
orang tersebut harus menjalani hukuman penjara sebagaimana diputuskan oleh
pengadilan. Dalam fungsi pelaksanaan hukuman ini, sistem hukum tidak pernah
merumuskan bentuk pembinaan yang harus dijalani oleh narapidana, oleh karena
itu persoalan apakah narapidana yang selesai menjalani hukuman akan menjadi
or_ang yang tidak cenderung melakukan pelanggaran hulum pidana tidak menjad_i
perhatiali pengadilan. Fungsi utama dan keberhasilan dari penjara sebagai tempat
pelaksanaan hukuman diukur berdasarkan kepastian bahwa narapidana
menjalani masa hukuman sesuai dengan keputusan pengadilan, dan dicegah
agar tidak melarikan diri.

Ketika penyelenggara penjara diberi tugas untuk juga mengubah perilaku
natapidana dari kecenderungan melakukan kejahatan menjadi tidak atau kurang
cenderung melakukan kejahatan, maka fungsi pembinaan narapidana menjadi
bagian dari fungsi kepenjaraan. Kemudian karena fungsi pembinaan narapidana
dianggap merupakan fungsi yang manusiawi, maka fungsi pemenjaraan ini diberi
bungkus fungsi pembinaan agar narapidana dapat berintegrasi lagi dengan
masyarakat. Fungsi pembinaan ini kemudian disebut sebagai fungsi
pemasyarakatan. Keberhasilan fungsi pemasyarakatan harus dinkur berdasalkan _

~ kemampuannya untuk mengurangi pengulangan kejahatan atau residivisrme.

Fungsi-fungsi manakah yang pas sebagai sistem pemasyarakatan
berdasarkan uraian diatas tergantung pada realitas pelaku pelanggaran hukum
pidana. Bagaimana karakteristik mereka, dan apakah tingkah laku pelanggaran
hukum pidana dapat divbah? Hal inilah yang harus dijadikan landasan bagi
sistem pemasyarakaian,
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Reali‘éas ?elakﬂ-?eianogamﬂ i

Pelaku pelzm ngu an hukum pertama kali harus dibedakan menurut
kelompok usmnya ymtu antara anak dan orano dewasa Bila pelakunya anak

maka pelcmvgamn hukum yanfr dll‘lI\ukannyd lebih merupai\m belum rnatangnya o

_ kepnbadldn mc; cka dalam arti belum dapat membedakan denoan baik antala

: ba.tk dan buruk. Pada dasamya pelanggman hukum pldana ya.ng mereka lakukan
1eb1h merupakan L.egagalan sos1ah5331 dan pengenda};an sosua} oleh masyarakat
O}eh Larena itu mencrhukum anak yang melakukan pe]ang ar an hukum pldana
tidak berdasar sebab yang bertangguno ]awab adalah masyarakat yang telah
gagal melaksanakan fungsi sos;ahsasz nilai dan norma serta pengendalian sosial
terhadap anak. Kedua anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana ini
justru harus dibantu agar mempunyat kemampuan untuk melakukan tindakan
yang tidak melanggar hukum.

Pelaku pelaﬁcgaran hukum pidana yang sudah dewasa, harus dibedakan
antara pelaku pelang aran hukum primer dengan pelaku pelanggaran hukum
sekunder. Bahkan pelanggaran serius seperti pembunuhan, banyak dilakukan
dalam keadaan yang sangat khusus yang kemungkinan pengulangannya kecil.
Pelanggaran sekunder cenderung bersifat menetap, sehingga pengulangan
pelanggaran adalah keniscayaan, Kecenderungan pelanggaran hukum pada
pelanggar sekunder bersifat menetap, yang akan berhenti bila mereka memasuki
usia pensiun. Terkait dengan hal ini dalam fungsi pemasyarakatan harus
mempunyai data base tentang kelompok usia dari narapidana.

- Berdasarkan vraian realitas pelanggaran hukum di atas, maka fungsi

pembmaan hanya dapat dilakukan kepada anak atau pelaku pelanggar primer.
Bagi pelaku pelanggaran sekunder fungsi pembinaan tidak akan dapat
dilaksanakan secara efektif, mereka ini hanya perlu dibuat tidak berdaya
melakukan pelanggaran atau menjalani proses incapacitation saja. Pelanggaran
hukum pidana dapat dilihat secara analogi seperti penyakit, ada yang hanya
memerlukan perawatan sesaat, ada memerlukan perawatan jalan, rawat inap,

atau 1solasi Karena penyakiinya tersital menular,
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Evaluasi Umum Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan

_ .Ap_ab_ﬂa_l_embaga pemasyarakatan dilihat hanya melaksanakan fungsi
perhenjaraan kondisi obyektif gedung-gedung lembaga pemasyarakatan
sekarang ini sangat tidak kondusif. Masalah overcrowding, dan bangunan yang '
sudah tua akan memudahkan pelarian narapidana. Oleh karena itu perlu
d}iakukem renovam maupun pembanomhm oedung yang baru dalam jumlah yang
memadal T

Szu ana dan prasarana dasar untuk menyelenggarakan penjara yang ha_rus
ada adalah buku- buku register sebagai alat ukur kinerja petugas. Keadaan
lembaga pemasyarakatan sekarang ditandai oleh kurang berfungsinya buku
register. Berdasarkan sistem kepenjaraan, terdapat kurang lebih 19 buku re gi_sfe;j
yang harus ada di setiap penjara. |

Lembaga pemasyarakatan selain menampung narapidana juga menampung
tahanan. Pencampuran penampungan pada gedung yang sama ini seharusnya
udak peﬂu terjadi karena hak dan kewajiban antara tahanan dan nar. apidana
berbeda. Tahanan adalah oran g yang sedang menunggu ateu sedang menjalani
pemeriksaan pengadilan, sedang narapidana merupakan orang yang sedang
menjalant penghukuman, bila lembaga pemasyarakatan berfingsi membina agar
narapidana terintegrasi kembali dengan masyarakat, tahanan belum memeriukan
pembinaan karena belum jelas status hukumnya, apakah ia bersalah atau tidak,

Perkembangan bentuk kejahatan menyebabkan lembaga pemasyarakatan
Jjugamenampung narapidana yang menderita penyakit yang mematikan seperti
hiv/aids, sebagai akibat dari penyalagunaan narkotika. Narapidana seperfi ini
di sampmo merupakan sasaran pembinaan juga memerlukan perawatan dan
~ penempatan secara khusus agar supaya penyakitnya tidak menular kepada
narapidana lain. Di sini lembaga pemasyarakatan juga harus berfungsi seperti
rumnah sakit, baik untuk rehabilitasi kecanduan narkotika, maupun perawatan
penderita hiv/aids. Fungsi ini pada masa lalu tidak pernah terpikirkan akan
harus dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan.

Peraturan perundangan yang menyangkut anak, khususnya Undang-

Unidang SistenT Perdidikan Nasional mengamanatkan baliiwa anak dalam usia
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wa_] 1b belajal yalun 7 tahun hmg a 16 tahun berhak memperoleh pendidﬂ{an
dan perhndungan Lembaga pemasyarakatan anak belum dapat melaksanakan
fungsinya sebagai lembaga pendidikan maupun perhndun gan sebagaimana
. “dﬁnakSUd O}ehpembuatundang Ufldaﬂg e sy .

Tuntutan terhadap lembaga pemasyarakat oleh masyarakat adalah bahwa
: -bekas nar. apldana tidak akan men Uulang1 pelanggaran Masyarakat hanya tahu

- _bahwa penghuk:umun harus bersifat kfjam ‘dalam waktu 1yang lama, bahk'm
- kalan perlu dlberlakukan hukuman Seumur hxdup dan hukuman mati. Ketika

| narapldana men_}a}am hirkuman seumur hidup (dengan tanpa memper hatzkan
bahwa ia akan dapat memperoleh keringanan hukuman), akan tiba saatnya ia
menjadi orang yang renta yang tidak berdaya yang tidak lagi kuat melakukan
kejahatan. Lembaga pemasyarakatan dalam menangam narapidana lanjut usia
ini kemudian juga berfungsi sebagai panti jorapo. Vonis hukuman mati yang
telah dijatubkan ternyata tidak selalu diikuti dengan kepastian eksekusi. Banyak
terpidana mati yang harus menunggu dalam kurun wakto yang lama memerlukan
tempat penampungan yang khusus.

Masih banyak lagi persoalan yang menjadi kendala dalam melaksanakan
fungsi sistem pemasyarakatan yang juga harus disikapi dalam rangka revisi
Undang-Undang Pemasyarakatan. Namun beberapa identifikasi masalah
* tersebut di atas merupakan permasalahan yang penting. Padahal ketika
pemecahan masalah menyangkut perlunya dana yang cukup untuk mengelola
dan membangun bangunan lembaga pemasyarakatan, penyelenggara negara
agak enggan memikirkannya. Prinsip cost and benefit sering kali dijadikan
patokan ntama dalam mengusulkan program-program pemerintahan. Dan tentu
saja benefit penyelenggaraan penghukuman tidak akan dapat dihitung secara
ekonomi.

Catatan Terhadap Naskah RUU Pemasyarakatan

Naskah RUU Pemasyarakatan ini ternyata mempunyai tugas ganda, Disatu
pihak bertugas melakukan pembinaan narapidana, dilain pihak bertugas
mengurus tahanan. Karena status hukum dari tahanan dan narapidana berbeda,
maka ada baiknya RUU ini bejudul RUU Sistem Pemasyarakatan Narapidana
dan Pengelolaan Tahanan atau judul lain. Dalam sistem peradilan pidana kedua

status hukum tersebut sebetulnya merupakan keadaan awal (penahanan) dan
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'akhir (penghukuman) dalam proses sistem peradilan pidana tersebut. Oleh
karena itu secara substaniif merupakan fungsi yang berbeda. Bila perlu 1hwa1
_tahanan dapat chbuat undang-undang yang terpisah. -

- -Mengingat bahwa pelaksanaan penghukuman adalah salah satu fun‘géi
- pemerintahan, maka sudah seharnsnya bahwa pada setiap daerah kabupaten/
~ kota dibentuk lembaga pemasyarakaian Bila tahanan juga akan dimasukkan
N _daiam fungm yang harus diemban oleh Ditjenpas, maka perlu juga pene gasan.
. perlunya dibentuk rumah tahanan pada setiap kabupaten/kota. Adalah benar'
bahwa ana}s: memerlukan pembmam yang khusus oleh karenaitu perlu adanya
lembaga pendidilkan khusus anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum,
Perlu diperhatikan juga bahwa kini tugas yang diemban oleh lembaga
pemasyarakatan termasuk juga merawat orang sakit, orang jompo, .dan
rehabilitasi pecandu narkotika, maka perlunya lembaga khusus atau blok khusus
tentang fungsi-fungsi ini perlu juga dipertegas sebagai keharusan. Dalam fungsi
pemasyarakatan narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakat,
sesungguhnya peran balai pemasyarakatan mempunyai peran sentral, oleh
karena itu beralasan agar Bapas juga didirikan pada setiap kabupaten/kota.

- Bila merumuskan keharusan membentuk Rutan, Lapas, Bapas, dan
Lembaga Pendidikan Anak pada setiap kabupaten/kota ini diterima dalam
undang-undang, harus dipastikan agar supaya ketentnan {entang hal itu hanya
rumusan di atas kertas dan tidak diwujudkan. Mungkin perlu dirumuskan siapa
yang wajib membangun bangunannya. Mewajibkan pemerintah daerah untuk
ikut terlibat, rasanya cukup beralasan. Sedangkan dalam mewujudkan fungsi-
fungsi khusus seperti rumah sakit, panti jompo, sekolah, harus juga ditegaskan
perlunya anggaran dari Departemen Teknis terkait.

Terkait dengan klasifikasi tahanan dan narapidana perlu dibuat rumusan
- yang membedakan antara pelanggar primer dan pelanggar sekunder (tzdak
cukup hanya rumusan residivis sebagaimana disebut pada Pasal 9 ayat (4e)
yang diperlukan dalam rangka penempatan mereka. Pemisahan ini diperlukan
agar tidak terjadi dampak kontaminasi oleh pelanggar sekunder kepada
pelanggar primer. Tugas untuk mengidentifikasi status pelanggar ini adalah pada
Bapas yang bertugas seperti UGD pada suatu rumah sakit. Peran Bapas ini
belum cukup jelas diatur dalam RUU ini. Seharusnya fungsi ini seperti fungsi

rumnah tahanan dan lain-lam yang belum diuraikan dirumuskan secara eksplisit
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seperti dirumuskan fungsi pemasyarakatan (Pasal 2) yang juga perlu direvisi
karena rumusan tadi lebih mempakan rumusan tupoksi Dltjenpas bukan gaoasan :
pem'tsyaiakatan SR : C U

“Dalam Bab IIT Pendaftaran, Pasal 8, ramusan pasal ini 'inencampuradukah o
sernua fungsi yang harus diemban oleh Ditjen PAS. Seyogyanya dipisah menurut
fungsi rumah tahanan sendiri, lembaga pemasyarakatan sendiri, Bapas sendiri.,
Pemisahan ini terkait dengan ayat (2) tentang kelengkapan pendaftaran yang -
_dala_rn'_'fnasin g-masing fungsi membutuhkan buku-buku register yang berbeda.
Ada baiknya tentang buku register ini diadopsi sistem pemenjaraan peninggalan
Belanda karena sistem tadi merupakan sesuatu yang standar dalam manajemen
penjara.

Karena pada umumnya kriteria residivis adalah pengulangan penghukuman
sebelum masa 2 tahun terlampaui, maka sesungguhnya data tentang residivisme
hanya menyangkut pengulangan sebelum masa 2 tahun. Pengulangan
penghukuman setelah masa 2 tahun kemudian tidak masuk dalam hitungan
residivisme. Tanpa mengabaikan adanya manfaat program pembinaan, beberapa
penelitian menunjukkan bahwa belum ada program pembinaan narapidana yang
efektif bagi pengurangan kecenderungan pelanggaran hukum pada residivis.
Terkait dengan hal ini, agar lebih realistis, fungsi lembaga pemasyarakatan
sebaiknya disadari terutama sebagai fungsi incapaciiation. Fungsi pembinaan
adalah fungsi komplementer sehingga bila membuat program kegiatan kerja,
tidak perlu diharapkan bahwa pemberian aktivitas kerja tadi akan mengurangi
kecenderungan pengulangan pelanggaran hukum. Kalau program pembinaan
merupakan kegiatan utama, maka pendekatan individual oleh ahli psikologi
dapat dipertimbangkan.

Pemberian kerja pada era pengukuran cost and benefit sekarang ini

men; jadi semakin penting, Lembaga Pemasyarakatan harus menjadi kegiatan
produkst yang dikelola secara profesional. Dengan tingkat ongkos produksi
vang relatif rendah (karena narapidana sebagai buruh tidak harus dibayar sesuai
UMP) keuntungan yang diperoleh menjadi besar, keuntungan tersebut dapat
dipergunakan untuk membiayai keperluan narapidana secara keseluruhan,
seperti perbaikan akomodasi, gizi, dan fasilitas lain dengan tanpa harus
membebani APBN/APBD, dalam operasional keseharian lembaga

pemasyarakatan. Oleh karena itu perlu diatur tentang tata cara dan syarat-
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syafat'penyéiénggaraan lembaga pemasyarakatan secara mandiri tersebut.

Pokok-pokok pikiran ini di atas bukan merupakan suatu kebenaran mutlak,

namun diper]ukan sebagai wacana untuk memikirkan dan merancang sist'ei'n_'
- pemasyarakatan yang pas. .-
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